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Perkawinan berbeda warganegara atau biasa disebut Perkawinan Campur sudah sedemikian banyak terjadi
di Indonesia, dan sebagai catatan sebagal pelaku mayoritas kawin campur adalah wanita WNI. Berdasarkan
hasil survel online yang dilakukan Indonesian Mixed Couple Club (Indo- MC), yaitu suatu organisasi yang
para anggotanya adalah istri-istri yang menikah dengan suami yang berbeda kewarganegaraan pada tahun
2002, dari 574 responden yang terjaring, 95,19 persen adalah wanita WNI yang menikah dengan laki-laki
WNA, dilain pihak, Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta mencatat 878 perkawinan selama tahun 2002
sampai tahun 2004 dan 94,4 persennya adalah wanita WNI yang menikah dengan pria WNA (829
pernikahan). Namun hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Perkawinan Campuran justru tidak
memihak wanita. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
telah menempatkan wanita sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur dan
kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan bagi anaknya.

Perkawinan Campuran di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia.

Dari definisi Pasal 57 Undang-undang Perkawinan tersebut dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan
campuran sebagai berikut: (1)perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;(2)di Indonesia tunduk
pada aturan yang berbeda;(3)karena perbedaan kewarganegaraan;(4) salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia. Penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan kewarganegaraan terutama adanya
pembedaan perlakuan hukum antaralaki-laki dan wanita dalam perkawinan antar warganegara yang
ditimbulkan dari berbagai Undang-undang dan peraturan yang berdampak langsung pada keluarga
perkawinan campur antaralain; hanya Bapak yang dapat menurunkan kewarganegaraannya kepada anak-
anaknya; Negara Indonesia tidak memperbolenkan warganegara Indonesia mempunyai dwi
kewarganegaraan.
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